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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19/PMK.01/2010 
TENTANG 

TENAGA PENGKAJI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL 
KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 
optimalisasi pengelolaan kekayaan negara serta kinerja 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu dilakukan 
peningkatan kualitas telaahan dan kajian, pemecahan 
konsepsional serta penyusunan rekomendasi mengenai 
strategi pengembangan dan penanganan di bidang
harmonisasi kebijakan, optimalisasi kekayaan negara, 
restrukturisasi, privatisasi, efektivitas kekayaan negara 
dipisahkan, serta peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan lainnya; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas telaahan dan 
kajian, pemecahan konsepsional serta penyusunan 
rekomendasi mengenai strategi pengembangan dan 
penanganan di bidang harmonisasi kebijakan, optimalisasi 
kekayaan negara, restrukturisasi, privatisasi, efektivitas 
kekayaan negara dipisahkan, serta peraturan perundang-
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undangan dan kebijakan lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, diperlukan Tenaga Pengkaji di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen 
Keuangan; 

  c. bahwa Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor
B/152.1/M.PAN-RB/12/2009 tanggal 29 Desember 2009 
telah menyetujui pembentukan 3 (tiga) Tenaga Pengkaji 
di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
Departemen Keuangan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tenaga Pengkaji di 
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Departemen Keuangan; 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 
Tahun 2008; 

  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
TENAGA PENGKAJI DI LINGKUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 
DEPARTEMEN KEUANGAN. 
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